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BUPATI BATANG
PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 91 TAHUN 2012

TENTANG

PENJAGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BATANG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
scbagairnana tclah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah, telah
dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati
Gatang ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/44612012 tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan
Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Gelanja Daer ah Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan
agar Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tidak bertentangan dengan
kepent ingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Gatang Nomor Tahun 2012 ten tang Anggaran Pendapatan
dan Gelanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013, membentuk Peraturan Gupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran
2013;

1. Pasal '18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
~jomor ~)2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757;

3. Undang -Undang NomoI' 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbar an
Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
~~omor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan
Rctr ibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
r~ornor 5049);·'

11. LJ/lc.1ang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan PeratLiran
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
NOIl1()f' 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nornor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11Pekalongan, Kabupaten Oaerah
Tingkat 11 Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Batang
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah (Lembaran
i'-icgara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan l.ernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. F\::ld turan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Oaerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
()O. Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4416) sebagairnana telah beberapa kal i diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Oewan Perwakilan
Rakyat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4712);

15. Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Urnurn Daerah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 48, Tarnbahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4502);

16. Peraturan Pernerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pernerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nornor 49, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4503);

17. Peraturan Pernerintah Nornor 54 Tahun 2005 tentang Pinjarnan Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 136,
Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4574);

18. Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nornor 137, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
t+omor 4575);

19. Peraturan Perncrintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
t'~omor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4576);

20. Pcr atur an Pcrnerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 4577);

21. Pcr-aturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
t~egara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara
r~cpublik Indonesia Nornor 4614);

24. Peraturan Perner intah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Gang
~~egar-a/Daer-ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nornor 83, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4738);

25. Pcr-aturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan. Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang
UncJangan;

26. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 ten tang
Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



27. Peratur an Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013;

29. Pel-atul-an Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008
Nomor 1 Seri E Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuaten Batang Tahun Anggaran

2013 adalah sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Per imbangan

Rp 83.242.371.603,00

Rp 723.746.732.629,00

Rp 176.268.359.587,00
-~------~----------

Rp 983.257.463.819,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Jumlah Pendapatan

2. BELANJA

a. Bclanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai Rp 565.236.448.515,00

2. Belanja Bunga Rp 358.236.000,00

3. Belanja Subsidi Rp

Rp 41.223.285.000,00

o
4. Belanja Hibah

5. Belanja Bantuan Sosial Rp 10.472.500.000,00

6. Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi / Kabupaten / Kota dan

Perner int ahan Desa dan Partai

Politik Rp 40.501.550.000,00

Rp 2.000.000.000,00--'----7. Belanja Tidak Terduga
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Rp 659.792.019.515,00

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang dan Jasa

3. Belanja Modal

Jumlah Belanja

Defisit

Rp 64.002.109.374,00

Rp 164.508.847.308,00

Rp 153.949.935.452,00
--------------------

Rp 382.460.892.134,00

Rp 1.042.252.911.649,00

Rp (58.995.447.830,00)

3. PEMBIAYAAN DAERAH

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Jumlah

Sisa l.ebih Pcrnbiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp 66.357.954.830,00

Rp 7.362.507.000,00

Rp 58.995.447.830,00

Rp 0

Pasal 2

Penjabar an APf3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 11yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabar an APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut

dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau

tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang

tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah

tahun-tahun sebelurnnya yang telah ditutup.
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Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan Penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Batang.

1. Sekretaris Daerah
Ditetapkan di Batang

pada tanggal 10 Desember 2012

PARAF KOORDINASI

---~---~~------------~--~~- - ---4------1

2. Asisten Administrasi

3-~ep;;;-~~~~_m_ ..·1~\-~1/-
?--------------------------- --------------------- _._-._---

5. Kabid. Angg dan BAK ~l__~ ~~_~~_~_~~_~~_~~_~~ ~ _
4. Ka. Bagian Hukurn

BUPATI BATANG,

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal L 0 Desember 2012

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012
NOMOR 9 f

6

10

10

ttd

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 91

Disalin sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG

ttd

BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I

NIP 19641214 198603 1 009


